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ABSTRAK

Kasus kekerasan anak kerap menjadi permasalahan yang selalu terjadi dari tahun ke tahun, anak
seringkali menjadi objek kekerasan mulai dari kekerasan fisik hingga psikis. Dalam upaya melindungi
anak-anak, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak. Kota
Surabaya telah menerapkan kebijakan kota layak anak dan telah mengupayakan berbagai program yang
mendukung pemenuhan hak-hak anak. Penelitian ini membahas mengenai Collaborative Governance
dalam mewujudkan Kota Layak Anak di kota Surabaya. Teori dalam penelitian ini menggunakan teori
Collaborative Governance yang di kembangkan oleh Ratner (2012) dengan indikator 1) Identifikasi
hambatan dan peluang, 2) Debat strategi untuk mempengaruhi, dan 3) Tindakan kolaborasi. Metode
penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan observasi, wawancara dan
dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Collaborative Governance dalam mewujudkan kota
layak anak di Kota Surabaya sudah berjalan dengan baik dengan melibatkan berbagai unsur yang menjadi
bagian dari Gugus Tugas KLA termasuk anak-anak. Pemerintah juga telah merancang berbagai program
dalam menciptakan lingkungan yang ramah anak yang didukung oleh setiap unsur yang terlibat. Adapun
faktor penghambat Collaborative dalam mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Surabaya ialah; adanya
pergantian aktor membuat progres atau sinergi yang dibangun mengalami stagnan sehingga perlu
adanya penguatan yang dilakukan secara berulang kali untuk dapat membentuk sinergi yang lebih baik
lagi, serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang program ataupun kebijakan kota layak anak juga
menjadi salah satu hambatan yang harus segera diatasi.

Kata Kunci: Collaborative Governance, Kota Layak Anak, Kota Surabaya

PENDAHULUAN

Kasus kekerasan anak kerap menjadi permasalahan yang selalu terjadi dari tahun ke
tahun, belakangan ini kasus kekerasan pada anak menjadi fenomena yang mengundang
banyak perhatian dari semua kalangan, anak seringkali menjadi objek kekerasan mulai dari
kekerasan fisik hingga psikis. Dilansir dari SIMFONI-PPA melalui laman
kekerasan.kemenppa.go.id Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak (PPPA) menginformasikan jumlah kasus kekerasan pada anak anak tahun 2021
dilaporkan mencapai 14. 446 kasus, terdapat 16.106 kasus terjadi pada tahun 2022, hingga
pada akhir 2023 terdapat 18. 175 kasus kekerasan sementara itu jumlah kasus kekerasan
permei 2024 mencapai 5.069 kasus. Dapat dilihat bahwa jumlah yang ada bukanlah jumlah
yang sedikit bahkan masih ada korban anak dibawa umur yang tidak melapor karena
berbagai alasan. Banyaknya kasus yang terjadi pada anak-anak menunjukkan bahwa hak-
hak anak belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat bahkan mengabaikannya. Faktor
keluarga seperti keadaan keluarga yang tidak stabil, tekanan ekonomi, kurangnya
dukungan sosial, pola asuh yang buruk, dan faktor lingkungan masyarakat adalah faktor
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yang dapat memunculkan lingkungan yang tidak aman dan nyaman bagi anak. Untuk itu,
penting untuk memahami bahwa kekerasan terhadap anak adalah masalah kompleks yang
harus segera ditangani.

Di Provinsi Jawa Timur jumlah kasus kekerasan yang dialami oleh anak-anak terus
meningkat setiap tahun, berdasarkan data yang diinformasikan pada Sistem Informasi
Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) pada 2021 sebanyak 1.191 kasus
kekerasan yang terjadi pada anak di provinsi Jawa Timur, pada tahun 2022 meningkat
menjadi 1.388 kasus, dan tahun 2023 mencapai 1.531 kasus kekerasan. Salah satu Kota di
Jawa Timur yang memiliki angka kekerasan terhadap anak yang cukup tinggi adalah kota
Surabaya. Tercatat 173 laporan kekerasan terhadap anak di bawah umur terhitung dari
bulan Januari hingga Agustus 2023. Dari 173 kasus, 122 diantaranya adalah kasus
kekerasan pada anak dan 51 kasus kekerasan terjadi pada orang dewasa. Tercatat
sebanyak 27 kasus kekerasan pada anak berhadap hukum (ABH), sebanyak 26 kasus
kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga (KDRT), dan non kekerasan dalam rumah
tangga sebanyak 69 kasus. Kekerasan yang dilakukan terhadap anak mencakup segala
bentuk perlakuan yang merugikan atau menyebabkan cedera fisik, emosional, atau seksual
pada anak.

Pemerintah Indonesia sendiri telah merumuskan dan menetapkan sejumlah Peraturan
dan kebijakan yang berkaitan dengan Perlindungan anak, diantaranya; Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014
tentag Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
Undang -undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Melindungi
anak-anak dari tindakan kekerasan merupakan suatu kewajiban, maka dari itu pemerintah
mengambil langkah-langkah dalam mencegah, mendeteksi, hingga pada menangani kasus
kekerasan yang telah terjadi dengan berbagai kebijakan dan program-program
Perlindungan anak salah satunya kebijakan Kabupaten/kota Layak Anak (KLA). Kebijakan
ini pun telah dicanangkan oleh Kementerian Negeri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak sejak 2006. Dengan adanya kebijakan kota layak anak ini diharapkan
dapat menciptakan sistem pembangunan yang mendukung hak anak, melalui kerja sama
antara pemerintah, masyarakat dan pihak swasta yang terarah dan terencana secara
menyeluruh dalam setiap kebijakan, kegiatan, dan program yang menjamin kenyamanan
serta terpenuhnya hak-hak anak. Kebijakan kota layak anak terbentuk karena Konvensi
Hak-hak Anak yang disahkan tingkat Internasional pada 20 September 1989. Adapun
keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 mengesahkan Konvensi Hak-Hak Anak yang
memberikan jaminan, pengakuan, dan perlindungan bagi anak-anak, termasuk hak
mereka untuk hidup, perlindungan, pertumbuhan, dan hak untuk berpartisipasi.

Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) menjadi salah satu inisiatif dalam menciptakan
lingkungan yang ramah anak dan dapat melindungi hak anak. Upaya ini dilakukan sesuai
dengan hal yang terdapat dalam konvensi hak anak. Beberapa ketentuan Konvensi Hak
Anak meliputi hak untuk tinggal, hak untuk menentukan diri sendiri, hak terhadap
keamanan fisik dan psikososial, hak atas lingkungan yang sehat, hak untuk bermain,
pendidikan, dan akses transportasi umum. Selain itu, hal yang harus diingat dalam
indikator kota yang layak untuk anak-anak adalah hak-hak kebebasan sipil untuk anak
yang terdiri dari: Cakupan akta kelahiran, adanya layanan informasi anak di ruang publik,
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dan adanya forum anak. Berbicara tentang kota layak anak, jika ditelusuri lebih dalam
tentu kota layak anak tidak hanya berfokus pada beberapa hal saja melainkan banyak hal
yang berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi oleh anak. Kota layak anak
memiliki sistem pembangunan yang berpusat pada hak-hak anak dengan menggunakan
komitmen, sumber daya negara, dunia usaha/ swasta hingga masyarakat melalui
kebijakan, program, hingga aktivitas yang terencana secara menyeluruh dan
berkesinambungan. Kota yang layak anak atau ramah anak menunjukkan bahwa tempat
terbaik untuk anak-anak adalah tempat yang memiliki komitmen, komunitas yang kuat dan
tegas, memiliki aturan yang jelas, kesempatan untuk anak-anak bertumbuh dan
berkembang, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan yang memungkinkan bagi anak.
Menurut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang indikator Kota Layak Anak, terdapat 24
indikator yang terdiri dari 1 klaster kelembagaan dan 5 klaster hak-hak anak yang harus
dipenuhi.

Kebijakan kota layak anak adalah upaya pemerintah dalam mewujudkan lingkungan
yang kondusif bagi perkembangan dan kesejahteraan anak-anak. Namun, dalam
mewujudkan kebijakan seperti ini tidak dapat dilakukan oleh pemerintah sendirian. Untuk
itu dalam pembangunan Kota Layak Anak terdapat tim yang biasa disebut sebagai Gugus
Tugas (KLA), tim ini memiliki peran strategi dalam menjalankan serta mewujudkan
kebijakan kota layak anak. Dalam mewujudkan kebijakan kota layak anak tentu bukan
hanya dari satu pihak saja yang memiliki peran dan tanggungjawab tetapi dari semua pihak
mulai dari pemerintah, pihak swasta hingga masyarakat harus dilibatkan. Collaborative
governance, yang melibatkan partisipasi aktif berbagai pemangku kepentingan, dapat
menjadi pendekatan yang efektif untuk mencapai tujuan kebijakan kota layak anak.
Collaborative governance melibatkan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, sektor
swasta, dan organisasi non-pemerintah dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan
kebijakan. Sama halnya dengan yang dikatakan Reilly (1998, 115) menggambarkan upaya
kolaboratif sebagai jenis pemecahan masalah yang melibatkan “pekerjaan bersama dari
lembaga pemerintah dan warga negara”. Model proses pemerintahan kolaboratif terkadang
menggambarkan kolaborasi sebagai berkembang secara bertahap. Collaborative
governance merupakan pola yang tepat untuk membahas kepemilikan bersama,
kepahaman peran antar aktor untuk menangani permasalahan di daerah (Anggreany
Puspaningtyas, 2022). Beberapa tahapan yang merupakan proses kolaborasi dalam tata
kelola pemerintahan menurut Ratner (2012:5) yaitu: 1) Identifying Obstacles and
Opportunities, 2) Debating Strategies For Influence, dan 3) Planning Collaborative Actions.

Dalam konteks kebijakan kota layak anak, collaborative governance dapat melibatkan
partisipasi anak-anak, orang tua, pendidik, tenaga medis, dan berbagai pihak terkait
lainnya untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan dan kesejahteraan
anak. Dapat dikatakan bahwa dengan melalui collaborative governance, berbagai pemangku
kepentingan dapat berkontribusi dalam merancang kebijakan secara keseluruhan dan
berkelanjutan. Partisipasi aktif masyarakat juga dapat meningkatkan efektivitas kebijakan,
karena mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman yang berharga dalam konteks anak-
anak. Selain itu, collaborative governance dapat meningkatkan akuntabilitas dan
transparansi dalam pengambilan keputusan, serta mendorong adanya kolaborasi dan
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sinergi antara berbagai sektor dan lembaga pemerintah. Beberapa tantangan yang
mungkin timbul dalam melaksanakan proses kolaborasi ini antara lain perbedaan
kepentingan dan prioritas antara pemangku kepentingan, kurangnya sumber daya, dan
kurangnya kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya kebijakan kota layak anak.

Kota Surabaya sebagai salah satu kota di Indonesia yang juga telah menerapkan
konsep Kota Layak Anak berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang ramah anak.
Pemerintah Kota Surabaya memiliki pedoman dalam melaksanakan dan mewujudkan
Kebijakan Kota Layak Anak, yaitu sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6
Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Seperti informasi yang dilansir
dari detikNews, Kota Surabaya telah menerima penghargaan Kota Layak Anak (KLA) Tahun
2023 Kategori Utama untuk keenam kalinya berturut-turut. Surabaya menerima nilai
tertinggi di seluruh Indonesia dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak (PPPA) RI. Untuk mewujudkan Kota Layak Anak (KLA), Surabaya telah
melakukan berbagai upaya dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam
pengambilan keputusan dan pelaksanaan program yang mendukung hak-hak anak. Melalui
kerja sama pemerintahan, Surabaya mampu melibatkan berbagai pemangku kepentingan
dalam menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.
Hal ini menunjukkan bahwa kota Surabaya berkomitmen untuk memprioritaskan hak-hak
anak dan melindungi mereka.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif, penelitian ini
dimaksudkan untuk menghasilkan informasi dengan memberikan gambaran yang
representatif terkait Collaborative Governance dalam mewujudkan kota layak anak di kota
Surabaya. Penelitian dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya.
Peneliti menganalisis proses Collaborative Governance menggunakan teori Ratner (2012),
dengan indikator Identifikasi Hambatan dan peluang, Debat strategi untuk mempengaruhi
dan Tindakan kolaborasi. Adapun alur penelitian dapat dilihat pada bagan berikut ;

Identifikas: Masalah

!

Studi Literatur

|

Tujuan penelitian

!

Pengolahan data

!

Analisis Data

|

HKesimpulan

Gambar 1. Alur Penelitian
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PEMBAHASAN

1. Collaborative Governance Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak (KLA) di Kota
Surabaya

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan perlindungan
terhadap anak untuk melindungi dan memenuhi hak-hak anak. Banyaknya kasus
kekerasan terhadap anak Pemerintah menyadari pentingnya melindungi anak-anak
dari kekerasan dan mengambil langkahlangkah yang tepat untuk mencegah dan
menangani kekerasan terhadap anak melalui berbagai kebijakan, salah satunya adalah
Kebijakan Kota Layak Anak. Untuk mewujudkan kebijakan Kota Layak Anak, berbagai
pihak harus bekerja sama atau bekerja sama. Aktor-aktor yang terlibat dalam
mewujudkan kebijakan tersebut di Kota Surabaya bekerja sama, dan karakteristik
kerjasama yang dilakukan sesuai dengan teori kolaborasi pemerintahan Ratner (2012),
berikut merupakan penjelasanya;

2. Identifikasi Hambatan dan Peluang

Identifikasi hambatan dan peluang merupakan langkah awal menentukan
perencanaan dan strategi dalam mewujudkan suatu kebijakan, hambatan yang muncul
bisa berupa faktor internal dan eksternal. Pada tahap ini para stakeholder
menerangkan atau menyampaikan hambatan atau permasalahan yang terjadi, dalam
konteks Collaborative governance setiap stakeholder yang terllibat aktif dalam
menjalankan kebijakan kota layak anak memiliki wewenang yang sama untuk
jmenyampaikan serta memberikan masukan terkait kebijakan yang ada. Adapun aktor
yang terlibat adalah pemerintah kota, Non-Govermental Organization (NGO), Media
massa, akademisi, dunia usaha, jajaran samping dan Forum anak. Unsur-unsur tersebut
merupakan anggota dari gugus tugas KLA di kota Surabaya. Anggota gugus tugas yang
terlibat memiliki tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan lembaga, kelompok
maupun instansi. Dalam konteks mewujudkan kota layak anak mengidentifikasi
hambatan dan peluang merupakan proses yang penting.

Dengan mengidentifikasi hambatan dan peluang maka akan sangat mungkin
untuk memahami dan mengatasi permasalahan yang terjadi dalam mewujudkan
kebijakan kota layak anak. Dalam hal ini setiap aktor yang menjadi anggota gugus tugas
KLA termasuk anak-anak menyampaikan permasalahan atau hambatan yang sering
kali terjadi di masyarakat yang menimpa anak-anak, seperti kasus kekerasan,
pelecehan seksual, dan permasalahan lain yang datang dari lingkungan anak itu
sendiri. Peneliti menemukan bahwa sebagian besar aktor dalam proses kerja sama ini
terlibat dan aktif dalam menyampaikan pandangannya terkait permasalahan yang
terjadi, termasuk anak-anak. Hasil identifikasi hambatan dan peluang selanjutnya akan
dijadikan landasan dalam menyusun strategi dan aksi yang akan dilakukan pemerintah
kota Surabaya dalam mewujudkan kota layak anak di Kota Surabaya. Dapat
disimpulkan bahwa pada tahapan pertama ini konsep Collaborative Governance sudah
tercermin melalui pelibatan berbagai unsur mulai dari pemerintah kota, Non-
Govermental Organization (NGO), Media massa, akademisi, dunia usaha, jajaran
samping dan Forum anak.
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3. Debat Strategi Untuk Mempengaruhi

Pada tahap debat strategi aktor-aktor yang terlibat berdiskusi terkait cara terbaik
untuk menyelesaikan masalah dan tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan kota
Surabaya yang layak anak. Dalam mewujudkan kota layak anak, kota surabaya
melibatkan seluruh unsur yang memiliki peran dalam tercapainya Kota Surabaya yang
layak anak. Unsur-unsur ini berperan sesuai bidangnya masing-masing yang
mendukung terwujudkan kota yang ramah anak, termasuk anak-anak dalam proses
pembuatan keputusan. Proses ini tercermin dari Pemerintah kota Surabaya yang
secara berkala mengadakan rapat koordinasi antar unsur yang tergabung dalam gugus
tugas KLA. Pada proses ini semua pihak terlibat secara aktif termasuk anak-anak dalam
berdiskusi, yang bertujuan untuk mewujudkan kota layak anak di kota Surabaya. Pada
tahap ini terdapat strategi yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan kota yang
ramah anak sesuai dengan permasalahan yang dialami oleh anak-anak.

Pemerintah Kota Surabaya mengambil strategi yang dapat mendukung
terciptanya lingkungan yang ramah anak, Adapun strategi yang dibangun dengan
membuat program dengan memperhatikan setiap aspek sesuai dengan kebutuhan
anak-anak. Program yang dirancang oleh pemerintah kota Surabaya berkaitan dengan
perlindungan dan pemenuhan hak anak, program-program ini dibuat dalam rangka
mewujudkan Kota Layak Anak mencakup pengangkatan aksesibilitas ke pendidikan,
kesehatan dan rekreasi bagi anak-anak, pembangunan lingkungan yang ramah anak,
seperti dengan membangun taman bermain dan area rekreasi. Selain itu, Pemkot
Surabaya terus meningkatkan pelaksanaan program pendukungnya, seperti Forum
Anak Surabaya (FAS) di 31 Kecamatan dan kegiatan Sinau dan Ngaji Bareng di 168
Balai RW. FAS juga telah terlibat dalam pelaksanaan Musyawarah Rencana
Pembangunan (Musrenbang) di tingkat kelurahan, kecamatan, dan kota. Ada juga
program dan kebijakan tambahan yang bertujuan untuk mewujudkan kota yang layak
anak, seperti: kampung literasi, kampung pendidikan kampung belajar, Rumah Anak
Prestasi (RAP) yang digunakan sebagai tempat tinggal bagi anak-anak penyandang
disabilitas; dan layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) di balai RW.

4. Merencanakan Tindakan Kolaborasi

Dalam merancang tindakan kolaborasi tentu perlu adanya sinergi yang kuat,
untuk itu perlu adanya hubungan yang baik antara pemerintah dengan lembaga atau
unsur yang terlibat. Sinergitas yang sudah terjalin diperkuat dengan melakukan
berbagai rapat koordinasi lintas lembaga/unsur yang nantinya akan menghasilkan
koordinasi pada bidang-bidang yang masih perlu dilakukan penguatan sebagai upaya
mewujudkan Kota Layak Anak. Partisipasi anak dalam pembangunan kota selalu
menjadi tujuan dalam mewujudkan Kota Layak Anak, sehingga anak-anak tidak hanya
menjadi penerima dampak dari kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kota tetapi
juga ikut dalam tahapan perencanaan agar suara anak juga dapat diakomodir oleh
kebijakan-kebijakan yang disusun oleh Pemerintah Kota Surabaya. Agar terlaksana
kolaborasi yang baik dalam mewujudkan kota layak anak maka perlu adanya aktor dari
setiap unsur yang mampu menerjemahkan setiap indikator ketercapaian KLA pada
masing-masing wilayah kerja dan bidang kerja. Dalam upaya mewujudkan kota layak
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anak pemerintah kota surabaya menerapkan beberapa peraturan walikota,
diantaranya: Perwali Nomor 08 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan
Anak Usia Dini Holistik Integratif, Perda No. 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Perda
Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Perwali Nomor 110 Tahun 2021 Tentang
Kawasan Tanpa Rokok serta Perwali Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kota Surabaya. Wali Kota Surabaya juga
menetapkan Peraturan yang mewajibkan pemerintah mulai dari walikota, lurah, RT
dan RW untuk melibatkan anak-anak dalam musyawarah bersama.

Kolaborasi yang dilakukan dengan melibatkan berbagai stakeholder sangat penting
dalam membangun komitmen bersama menjadikan surabaya sebagai kota yang ramah dan
layak bagi anak-anak. Adapun peran dari masing-masing pihak yang terlibat mulai dari
pemerintah sebagai fasilitator atau pembuat kebijakan dan program-program, pihak
swasta sebagai penyedia fasilitas serta dukungan finansial dan sponsorship, dan Anak-anak
dari Forum Anak yang berperan aktif atau berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.
Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan berbagai tindakan kolaboratif dalam
mewujudkan kota Layak Anak, adapun tindakan kolaborasi yang dilakukan ialah;

1. Kerja Sama Antar Dinas; Pemerintah Kota Surabaya bekerja sama dengan berbagai
dinas seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Dinas Sosial, Dinas
Kesehatan, dan Dinas Pendidikan Kota Surabya, dalam menyusun program-program
yang bertujuan untuk mewujudkan kota layak anak.

2. Partisipasi Masyarakat: Pemerintah kota melibatkan masyarakat dalam berbagai
kegiatan dan program untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi
anak-anak. Misalnya, pemberdayaan keluarga melalui program Pusat Pembelajaran
Keluarga (PUSPAGA) pendidikan dan kesehatan.

3. Kerja sama dengan pihak Swasta: Pemerintah kota Surabaya bekerja sama dengan
sektor swasta dengan memelopori kemitraan inovatif melalui inisiatif seperti asosiasi
perusahan sahabat anak.

4. Kerja sama dengan LSM: Kota Surabaya berkolaborasi dengan Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM).

5. Forum Anak: Pembentukan forum anak Surabaya, yang bertujuan agar anak-anak
dapat berpartisipasi aktif dalam menyampaikan pendapat dan pengambilan keputusan.

6. Jurnalis: Pemerintah Kota Surabaya juga melibatkan jurnalis untuk menjadi pembela
hak-hak anak melalui program Jurnalis Sahabat Anak.

7. Pemanfaatan Teknologi: Penggunaan teknologi informasi untuk menyebarluaskan
informasi dan program yang mendukung kesejahteraan anak, termasuk aplikasi
pelaporan kekerasan anak dan platform online untuk pendidikan anak. Pemerintah
kota Surabaya juga telah membuat platform “Si Talas”.

8. Pemantauan dan Evaluasi: pogram-program yang berjalan diawasi dan dievaluasi
secara berkala oleh pemerintah kota.

Kolaborasi yang melibatkan berbagai pihak ini bertujuan untuk Mewujudkan Kota
layak anak dengan menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak
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secara optimal, memastikan hak-hak anak terpenuhi, serta melindungi mereka dari segala
bentuk kekerasan dan eksploitasi.

5.

Faktor Penghambat Collaborative Governance Dalam Mewujudkan Kota Layak
Anak di Kota Surabaya

Collaborative governance atau tata kelola kolaboratif merupakan pendekatan yang
melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan
untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks mewujudkan Kota Layak Anak di
Surabaya, terdapat beberapa faktor yang dapat menghambat proses ini seperti adanya
pergantian aktor membuat progres atau sinergi yang dibangun mengalami stagnan
sehingga perlu adanya penguatan yang dilakukan secara berulang kali untuk dapat
membentuk sinergi yang lebih baik lagi, kurangnya pemahaman masyarakat tentang
program ataupun kebijakan kota layak anak juga menjadi salah satu hambatan yang
harus segera diatasi. Tanpa adanya dukungan dari masyarakat, ini berarti anak-anak
akan merasa terbatas dalam bersuara. Hal ini bisa mencakup ketidakpedulian terhadap
kebersihan lingkungan, keamanan jalan, atau fasilitas umum yang ramah anak.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa Collaborative

Governance dalam mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Surabaya sudah terjalin dengan
baik, dapat diketahui dari beberapa indikator Collaborative Governance Menurut Ratner
(2012);

1.

Identifikasi Hambatan dan Peluang Pada tahap ini para stakeholder menerangkan atau
menyampaikan hambatan atau permasalahan yang terjadi, dalam konteks
Collaborative governance setiap stakeholder yang terllibat aktif dalam menjalankan
kebijakan kota layak anak memiliki wewenang yang sama untuk menyampaikan serta
memberikan masukan terkait kebijakan yang ada. Dalam hal ini setiap aktor yang
menjadi anggota gugus tugas KLA termasuk anak-anak menyampaikan permasalahan
atau hambatan yang sering kali terjadi di masyarakat yang menimpa anak-anak,
seperti kasus kekerasan, pelecehan seksual, dan permasalahan lain yang datang dari
lingkungan anak itu sendiri.

Debat strategi, pada tahapan ini pemerintah dan para stakeholder atau unsur-unsur
yang tergabung dalam gugus tugas KLA melakukan diskusi bersama dengan tujuan
untuk menemukan strategi efektif dalam mengatasi masalah yang ada dan
mewujudkan kota yang layak anak. Adapun strategi yang digunakan ialah Pemerintah
Kota Surabaya melakukan pendekatan dengan membangun program-program dan
mengaturnya dengan memperhatikan setiap aspek sesuai dengan kebutuhan anak-
anak. Program-program ini mencakup pengangkatan aksesibilitas ke pendidikan,
kesehatan dan rekreasi bagi anak-anak, pembangunan lingkungan yang ramah anak,
seperti dengan membangun taman bermain dan area rekreasi.

Tindakan Kolaborasi Dalam tahap ini pemerintah kota Surabaya melakukan tindakan
kolaborasi bersama berbagai unsur mulai dari pihak swasta hingga masyarakat dan
anak-anak. Adapun peran dari masing-masing pihak yang terlibat mulai dari
pemerintah sebagai fasilitator atau pembuat kebijakan dan program-program, pihak
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swasta sebagai penyedia fasilitas serta dukungan finansial dan sponsorship, dan Anak-
anak dari Forum Anak yang berperan aktif atau berpartisipasi dalam pengambilan
keputusan.

4. Faktor penghambat Collaborative Governance dalam mewujudkan Kota Layak Anak di
kota Surabaya ialah; Adanya pergantian aktor membuat progress atau sinergi yang
dibangun mengalami stagnan sehingga perlu adanya penguatan yang dilakukan secara
berulang kali untuk dapat membentuk sinergi yang lebih baik lagi, kurangnya
pemahaman masyarakat tentang program ataupun kebijakan kota layak anak juga
menjadi salah satu hambatan.
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